BAB V

Kesimpulan Umum dan Penutup

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk memetakan asas-asas apa saja yang
berlaku dalam hukum Indonesia untuk menangani permasalahan overlapping
jurisdiction lintas negara yang meuyangkut forum asing. Permasalahan overlapping
jurisdiction lintas negara timbul dari perkembangan kegiatan komersial dan industri
antar negara yang membuka peluang terjadinya perbenturan yurisdiksi antara
pengadilan negara-negara yang sama-sama berwenang atas suatu sengketa. Dari
pembahasan dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa perbenturan yurisdiksi antar
negara disebabkan oleh perbedaan ketentuan penerapan yurisdiksi oleh negara-
negara. Hukum internasional juga tidak membatasi asas-asas atau prinsip apa yang

dapat digunakan negara-negara sebagai landasan yurisdiksinya.

Pada umumnya penentuan dasar yurisdiksi dalam konteks hukum perdata
internasional terbagi menjadi yurisdiksi in personam dan yurisdiksi in rem. Prinsip-
prinsip hukum umum mengenai penetapan yurisdiksi yang diakui oleh negara-

negara adalah:

1) Yurisdiksi teritorial atas dasar domisili tergugat (actor sequitur forum rei);
2) Yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum;
a. Pengajuan gugatan dilakukan di tempat kontrak dibuat (forum
contractus).
b. Pengajuan gugatan dilakukan di tempat pelaksanaan kontrak (forum
solutionis).
c. Pengajuan gugatan dilakukan di tempat di mana peristiwa atau
perbuatan yang merugikan dianggap terjadi (forum delicti commissi).
d. Pengajuan gugatan dilakukan di tempat di mana kerugian timbul.
3) Yurisdiksi karena persetujuan choice of court atau choice of jurisdiction;
dan
4) Yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan, kekayaan, atau
pemunculan/kehadiran
Asas lain yang dapat digunakan untuk mementukan yurisdiksi adalah asas forum

rei sitae yang menerbitkan kewenangan pada pengadilan yang berada di tempat
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obyek sengketa berada. Kehadiran tergugat secara fisik di wilayah forum juga dapat

menerbitkan kewenangan pada forum.

Untuk kasus-kasus hukum perdata internasional, hukum Indonesia memiliki

yurisdiksi atas suatu sengketa apabila:

e. Tergugat berdomisili di Indonesia (actor sequitur forum rei);?®8

f. Penggugat berdomisili di wilayah Indonesia (ketentuan ini hanya berlaku
apabila tergugat tidak berdomisili di Indonesia atau tidak diketahui
kediamannya);25°

g. Benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa terletak di wilayah
Indonesia (forum rei sitae);?atau

h. Ditunjuk secara sukarela oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa

mereka dalam suatu perjanjian atau klausul choice of court.?’

Dasar yurisdiksi lain yang diakui oleh pengadilan Indonesia dapat ditemukan dalam
Pasal 100 RV yang memungkinkan pengadilan Indonesia untuk memiliki yurisdiksi
atas sengketa mengenai perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau yang
dilakukan dengan warga negara Indonesia sekalipun sengketa tersebut menyangkut

orang asing yang bukan merupakan penduduk maupun berdomisili di Indonesia.

Pengadilan Indonesia tidak segan untuk menetapkan yurisdiksinya secara luas.
Apabila tidak dibatasi oleh perjanjian choice of court yang secara jelas dan
eksklusif menunjuk pengadilan negara lain, maka pengadilan Indonesia cenderung

akan menerima suatu perkara. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA No. 3253

K/Pdt/1990. Dalam kasus tersebut pengadilan Indonesia menyatakan berwenang
mengadili perkara atas dasar salah satu tergugat berdomisili di Indonesia, walaupun

faktor koneksitas kasus lebih kuat dengan pengadilan Singapura. Oleh karena itu,

%8 HIR, supra no. 102, Pasal 118 ayat (1); Bayu Seto Hardjowahono, supra no. 2, him. 177; Sudargo
Gautama — International Civil Procedure in Indonesia, supra no. 100, him. 91.

269 HIR, supra no. 102, Pasal 118 ayat (3); RV, supra no. 91, Pasal 99 ayat (3); Yahya Harahap,
supra no. 10, him. 197; Sudargo Gautama — International Civil Procedure in Indonesia, supra no.
100, him. 91-92.

20 HIR, Pasal 118 ayat (3); RBg, supra no. 104, Pasal 142 ayat (5); RV, supra no. 91, Pasal 99 ayat
(8) dan (9).

271 Bayu Seto Hardjowahono, supra no. 2, hlm. 179; Sudargo Gautama — International Civil
Procedure in Indonesia, supra no. 100, him. 93-94.
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pengadilan Indonesia sangat rawan berbenturan yurisdiksi dengan pengadilan asing

lain.

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari
overlapping jurisdiction, maka berkembanglah asas-asas hukum yang bertujuan
untuk menangani permasalahan tersebut. Dari pembahasan dalam Bab I,

ditemukan asas-asas sebagai berikut:

1) Res judicata dan ne bis in idem;
2) Lis pendens;

3) Forum non conveniens;

4) Anti-suit injunction; dan

5) Comity.

Sama halnya dengan penentuan dasar yurisdiksi, negara-negara bebas untuk

menentukan asas mana yang akan diakui dalam sistem hukumnya.

Dari pembahasan dalam Bab IV, dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan
keadaan hukum Indonesia saat ini, asas hukum perdata internasional Indonesia yang
digunakan pengadilan Indonesia dalam menghadapi overlapping jurisdiction lintas
negara adalah asas forum non conveniens. Asas forum non conveniens adalah satu-
satunya asas yang secara tegas dinyatakan berlaku untuk perkara-perkara hukum
perdata internasional dalam doktrin dan yurisprudensi Indonesia. Standar
penerapan asas forum non conveniens yang ditemukan dalam doktrin dan
yurisprudensi yang tersedia juga sesuai dengan standar asas forum non conveniens
pada umumnya, yakni penetapan yurisdiksi berdasarkan pengadilan mana yang

memiliki hubungan paling substansial dengan perkara.

Namun, pengadilan Indonesia masih sering keliru dalam menerapkan asas ini.
Penulis menyimpulkan bahwa salah satu alasan dari permasalahan tersebut adalah
tidak adanya kodifikasi yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan asas forum non
conveniens dalam hukum Indonesia; standar-standar yang penting untuk
mempertimbangkan faktor koneksitas dalam penerapan asas forum non conveniens
tersebar dalam yurisprudensi dan doktrin. Penulis berpendapat bahwa dalam

mengembangkan aspek hukum perdata internasional ini, Indonesia berkaca pada
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praktik negara-negara Uni Eropa dan Brussels | Regulation yang mengkodifikasi
secara jelas penerapan asas lis pendens dalam kawasan negara-negara anggotanya.
Pengkodifikasian seperti ini dapat membantu pengadilan Indonesia dalam
menangani sengketa-sengketa transnasional serta mencegah terjadinya kekeliruan

dalam penanganan permasalahan overlapping jurisdiction lintas negara.

Alasan lain yang dapat menyebabkan ketidaktepatan pengadilan Indonesia
dalam menerapkan asas forum non conveniens adalah perbedaan latar belakang
antar hukum Indonesia yang berbasis civil law dan asas forum non conveniens yang
berbasis common law. Karena berlatar belakang tradisi hukum civil law yang
mengedepankan ketertiban hukum, sikap pengadilan Indonesia cenderung lebih
kaku dan fokus pada keadilan prosedural ketika menerapkan asas forum non
conveniens. Padahal, asas forum non conveniens, sangat mengutamakan keadilan
dan bersifat fleksibel dalam penerapannya dalam praktik. Oleh karena itu, apabila
asas forum non conveniens hendak dipertahankan dalam hukum Indonesia, maka
sebaiknya pengadilan Indonesia mengadopsi sikap pengadilan-pengadilan common
law dalam menerapkan asas forum non conveniens dengan memperhatikan keadilan
substantif dan kepentingan para pihak dalam pertimbangan-pertimbangannya serta
bersikap lebih fleksibel dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan

dalam menentukan the most appropriate forum.

Apabila asas forum non conveniens dinilai kurang sesuai dengan hukum
Indonesia, maka alternatif lain adalah menerapkan asas lis pendens untuk kasus-
kasus transnasional. Asas lis pendens berasal dari tradisi hukum civil law dan lebih
mengedepankan ketertiban hukum dan keadilan prosedural, sehingga lebih sesuai
dengan hukum Indonesia yang juga berlatar belakang tradisi hukum civil law.
Namun, penerapan asas lis pendens memerlukan pengakuan hukum Indonesia
terhadap proses peradilan pengadilan asing dan putusan yang mungkin dikeluarkan
dari pengadilan asing tersebut. Hukum Indonesia menganut prinsip kedaulatan
teritorial yang sangat kuat, sehingga proses peradilan pengadilan asing cenderung
tidak diakui oleh pengadilan Indonesia. Apabila hukum Indonesia akan mengadopsi
asas lis pendens untuk kasus-kasus transnasional yang melibatkan forum asing,
maka sikap hukum Indonesia yang terlampau teritorial tersebut harus diperhalus

atau dihilangkan seluruhnya.
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Dianutnya prinsip kedaulatan teritorial yang sangat kuat oleh hukum Indonesia
sangat mempengaruhi pengakuan pengadilan Indonesia terhadap putusan asing.
Berdasarkan Pasal 436 RV, hukum Indonesia tidak mengakui eksekusi putusan
asing di dalam wilayah Indonesia. Pengakuan dan eksekusi putusan asing tidak
dapat dilakukan tanpa adanya landasan perjanjian internasional yang mengatur
mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, kasus-kasus yang diputuskan oleh putusan
asing harus dilitigasi ulang di hadapan pengadilan Indonesia untuk mendapatkan
putusan yang dapat dieksekusi dalam wilayah Indonesia. Sementara, putusan asing

yang sudah didapat para pihak, hanya dapat digunakan sebagai barang bukti.

Selain tidak adil bagi para pihak, harus dilitigasi ulangnya suatu sengketa yang
sudah diputuskan oleh putusan asing juga membuka peluang dikeluarkannya
putusan yang bertentangan antara pengadilan Indonesia dengan pengadilan asing.
Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum apabila dikeluarkan
putusan yang bertentangan. Namun, penulis juga menyadari bahwa belum
diratifikasinya perjanjian internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan
asing, dipengaruhi juga oleh pertimbangan-pertimbangan non-yuridis, seperti
political will negara. Terlepas dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa
Indonesia harus mempertimbangkan kemudahan para pihak untuk melakukan
penyelesaian sengketa dan eksekusi putusan dalam wilayah Indonesia demi

kelancaran dan perkembangan sektor komersial Indonesia.

Dianutnya prinsip kedaulatan territorial yang kuat tersebut juga mempengaruhi
sikap pengadilan Indonesia yang menolak penggunaan dan pengakuan anti-suit
injunction dengan alasan praktik tersebut melanggar kedaulatan serta ketertiban
umum Indonesia. Menurut penulis, penolakan terhadap anti-suit injunction akan
mempersulit proses peradilan di Indonesia apabila asas forum non conveniens
dipertahankan dalam hukum Indonesia. Pasalnya, menurut penulis, penggunaan
anti-suit injunction sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran proses peradilan
dalam sistem hukum yang menggunakan asas forum non conveniens karena anti-
suit injunction mencegah para pihak dalam sengketa dari menyalahgunakan sistem

peradilan.
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Sebagai penutup, penulis berpendapat bahwa hukum Indonesia saat ini masih
perlu dikembangkan dan diperbaiki agar dapat mengakomodasi kebutuhan
pengadilan Indonesia dalam menangani sengketa-sengketa komersial lintas negara
yang akan menjadi semakin kompleks. Hal pertama yang menurut penulis
diperlukan oleh hukum Indonesia adalah kodifikasi peraturan-peraturan HPI yang
secara khusus dan jelas mengatur mengenai asas-asas yang dapat digunakan
pengadilan Indonesia untuk menangani sengketa-sengketa transnasional dan
overlapping jurisdiction dengan pengadilan asing. Penulis berharap kodifikasi
tersebut dapat membantu pengadilan Indonesia dalam menghindari kekeliruan

penanganan overlapping jurisdiction lintas negara.

Menurut penulis, pemberlakuan asas forum non conveniens atau asas lis
pendens untuk sengketa-sengketa transnasional dengan disertai dengan asas res
judicata terhadap putusan asing dan, apabila memilih asas forum non conveniens,
penggunaan anti-suit injunction akan cukup untuk menangani permasalahan
overlapping jurisdiction lintas negara. Penulis tidak menyarankan penerapan asas
forum non conveniens dan asas lis pendens untuk sengketa-sengketa transnasional
secara bersamaan karena adanya perbedaan konsep fundamental antara kedua asas
tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan secara bersamaan dalam

satu sistem hukum tanpa pembatasan-pembatasan yang jelas.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah permasalahan pengakuan dan
eksekusi putusan asing. Walaupun penganutan prinsip kedaulatan teritorial yang
kuat bukan merupakan sesuatu yang serta-merta buruk, namun hal tersebut dapat
menimbulkan kesulitan bagi para pihak yang harus melitigasi ulang sengketa
mereka. Dikhawatirkan, sulitnya proses untuk mendapatkan pengakuan dan
eksekusi atas putusan asing menyebabkan pihak-pihak asing segan untuk
melakukan usaha di Indonesia dan memilih negara lain yang lebih ramah terhadap
pengakuan putusan asing dan memiliki proses penyelesaian sengketa yang lebih

mudah dan lancar.
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